BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah
yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu ada pedoman terkait
batas minimum kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai
dasar pembebanan belanja modal;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757};

. Undang-undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 7067);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik );

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaima
telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 ),

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2021 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 1 ditambah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L+

10.

11.

12.

13.

14,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Bone.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Kabupaten Bone selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua

pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk
meningkatkan kapasitas efisiensi, dan atau memperpanjang umur
teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua

barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan dana di luar
APBD yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya.

. Aset Tetap adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai

pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum
yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD
melalui pembelian pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah
atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan
manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya
adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang
sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas
aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa
pengurugan dan pematangan.

Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi,
renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas,
kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk
pemeliharaan.

Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan
tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat
digunakan sesuai dengan kondisi semula.

Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan
maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap
mempertahankan arsitekturnya.
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15. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset
tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang
telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

16. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam
pembukuan karena perubahan klasifikasi.

17. Pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah
penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat
oleh SKPD.

18. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra komptabel) adalah penatausahaan
barang milik daerah yang nilainya di bawah nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca yang
dibuat oleh SKPD.

J19. Buku pembelajaran atau buku ajar adalah buku yang berisi materi
pembelajaran yang disusun secara sistimatis buku ini digunakan oleh
siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:

a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan
atau lebih dari Rp.300.000,00.;

b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau
lebih dari Rp.10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan dantyang
dilakukan tersendiri; dan

c. pengeluaran untuk buku pembelajaran tidak dikapitalisasi sebagai
aset.

(2) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:

a. pengadaan/pembelian tanah; dan

b. pembelian/pembangunan jalan/irigasi jaringan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH
T B RONDANG-UNDANGAN di Watampone
1. Drs. HAMUH.YAMIN AT., M.Si n E al 2 Mer e 2025
2. ANWAR, S.H., M.Si., MH | b‘-‘ PATI BONE, /
3, BUDIONO, 5.50s., M.Si H
4. RAMLI, S.H. 73
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M. -@ | N SULAIMAN

siE V' PARAF HIERARKI _
| SEKRETARIS DAERAH ®
Pj. SEKRETARIS ]?AERAH KABUPATEN BONE, |- '
SEKRETARIS
KABID




